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• Dewed CI&db»&AII [CI LIIUI4AI DCUAd«III&AA CIIIHKS»LU 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu 
Peraturan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Zakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
3885); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan 
7akat 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Ten tang Organisasi 
Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomo 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5430); 

4. Undang -Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terahir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015Tentang 
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 
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PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, 
SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Menimbang : a. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat 
Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan harus 
dikelola secara melembaga untuk meningkatkan kesejahtraan 
dan keadilan masyarakat; 

b. Bahwa untuk pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta 
agama lainnya secara optimal dan sesuai Syariat Islam 
dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan 
Sadan Amil Zak.at Nasional Kabupaten Kolaka Timur, perlu 

menetapkan mekanisme pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah 
dan Harta Agama lainnya; 
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2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang 
terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 

3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD sesuai dengan 
fungsi masing-masing; 

4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 
6. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kabupaten Kolaka Timur 

adalah Bupati yang karena jabatanya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kabupaten Kolaka 
Timur; 

7. Dewan Pengawas adalah Badan yang memberikan pertimbangan 
dan pengawasan fungsional kepada Baznas KabupatenKolaka Timur dan 
wewenang memberi pertimbangan Syar'i kepada Baznas Kabupaten Kolaka 
Timur; 

8. Zakat adalah Bagian dari Harta yang wajib disisihkan oleh seorang 
Muslim atau Badan (Korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam 
untuk di salurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah 
pengelolaan Baznas Kabupaten Kolaka Timur; 

9. Zakat Penghasilan adalah Zakat yang berasal dari sumber 
penghasilan seperti gaji/ pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan 
lainnya, apabila di jumlah dalam satu tahun mencapai nishab Zakat 
sesuai dengan penetapan Baznas Kabupaten Kolaka Timur; 

10. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh 
seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan 
ketentuan syari'at; 

' 
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Menetapkan : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Rl Nomor 4578); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 
tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 
2016 Ten tang Pengelolaan Zakat ); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 23 Tahun 
2016 Ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017. 

9. Bahwa Surat Keputusan BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur 
No. 1 1  Tahun 2017, tentang Nilai Zakat Profesi di Kab. Kolaka 
Timur; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG 

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, 

SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA 

BAB I KETENTUAN 
UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
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d u  

Zakat/Jnfaq/Shodaqoh dan harta agma Jainnya pada Bank yang di 
tetapkan; 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(I) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam 

rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan 
Harta Agama lainnya . 

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan 
efesiensi, efektif dan transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel 
dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat, lnfaq, Shadaqah dan Harta Agama 
lainnya. 

BAB Ill 

KEWENANGAN BAZNAS KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
Pasal 3 

Sadan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Timur berwenang mengelola: 
!. Zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam dalam 

Kabupaten Kolaka Timur yang pembayarannya melalui APBD / APBN dan 
Sumber dana lainnya; 

2. Zakat Mal yang berasaJ dari BUMN, BUMD, Badan Hukum, Pengusaha, 
pedagang serta profesi lainnya yang beroperasi/beraktivitas dalam 
Kabupaten Kolaka Timur; 

3. Infaq, Shadaqah dan Harta Agama lainnya dalam lingkup Kabupaten 
Kolaka Timur. 
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1 1 .  Nishab Zakat Penghasilan adalah jumlah penghasilan yang 
dikenakan Zakat dalam satu tahun setara 85 gram emas, atau setiap bulan 
1/12 dari 85 gram = 7,083 gram dan nilai uang ditetapkan oleh Baznas 
Kabupaten Kolaka Timur Rp.3.541.000,-; 

12. Mustahik adalah orang a tau badan yang berhak menerima zakat; 
13. Asnaf adalah delapan golongan orang yang berhak penerima zakat yaitu 

fakir, miskin, amil, muallaf, budak, Gharim, fisabilillah dan Ibnu Sabil; 
14. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan 

organisasi yang dibentuk oleh Baznas Kabupaten Kolaka Timur dengan 
tugas mengumpulkan zakat pada muzakki pada instansi pemerintah dan 
lingkungan swasta; 

15. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari 
Zakat, Infaq, Shadakah, Wakaf, Hibah, Meusara, Harta Wasiat, Harta 
Warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Sadan Amil Zakat Nasional 
Ka bu paten Kolaka Timur untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 
Syari'ah I slam; 

16. Badan Pelaksana Baznas adalah Lembaga Baznas Kabupaten Kolaka Timur 
non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan 
mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk 
kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan 
Syari'ah Islam yang berkedudukan pada tingkat Kabupaten; 

17. Ketua Pelaksana Baznas adalah Ketua Pelaksana Baznas Kabupaten Kolaka 
Timur; 

18. Sekretariat Baznas Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagai unsur 
pemberian pelayanan adrninistratif kepada Baznas Kabupaten ; 

19. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Baznas 
KabupatenKolaka Timur; 

20. Rekening Kas Umum Baznas adalah Rekening tempat penyimpanan Uang 
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Tata Cara Penyetoran Zakat Penghasilan 

Pasal 5 

(1) Hasil pembayaran Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (3) disetor oleh UPZ ke Kas Baznas Rekening Khusus Zakat dan 

dicatat serta dilaporkan hasilnya kepada Baznas Kabupaten Kolaka Timur. 

• (2) Hasil pembayaran Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (4) disetor oleh UPZ instansi yang bersangkutan ke Kas Baznas ke 
Rekening Khusus Zakat setiap awal bulan berjalan dan dicatat serta foto copy 
bukti setoran diserahkan ke Bendahara Baznas Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 6 
Bagian Ketiga 

Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Mal 

(1) Pengumpulan Zakat Mal dilakukan oleh UPZ pada Dinas/Lembaga Teknis 
Daerah/lnstansi Vertikal/BUMN/ BUMD dan lembaga Daerah lainnya. 

(2) Hasil pengumpulan zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) di 
setiap akhir bulan disetor oleh UPZ yang bersangkutan ke Rekening Khusus 
Zakat dicatat dan foto copy bukti setoran diserahkan ke Bendahara Baznas 
Kabupaten Kolaka Timur. 
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BABIV 
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT 

Bagian Kesatu 
Pengumpulan Zakat Penghasilan 

Pasal 4 
(1) Setiap pembayaran gaji untuk PNS/Karyawan/Pejabat lainnya yang 

bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur 
dikenakan Zakat Penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari 
jumlah gaji sesuai dengan daftar gaji yangjumlahnya cukup senishab Zakat 
Penghasilan atau sesuai dengan penetapan Baznas Kabupaten Kolaka 
Timur. 

(2) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah: 
a. PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam . 
b. Apabila jumlah penerimaan gaji secara keseluruhan perbulan tidak 

mencapai nishab sesuai dengan jumlah yang ditetapkan o I eh 
Baznas  K a b u p a t e n  Kolaka T i m u r .  

(3) Pembayaran Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPD 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur 

(4) Pembayaran Zakat Penghasilan pada instansi vertikal, BUMN dan BUMD 
atau lembaga Daerah lainnya dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk pada 
instansi yang bersangkutan. 
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Baznas Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan penetapan keputusan unsur 
pimpinan Baznas. 

(3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai kebutuhan yang diajukan 
dan ketersediaan dana pada rekening Khusus Zakat. 

Pasal 9 
Apabila realisasi penerimaan dana zakat lebih besar dari rencana penerimaan 
dana zakat, maka seluruh realisasi penerimaan dana zakat dapat dicairkan 
dan didistribusikan dalam tahun anggaran berjalan. 

Pasal 10 
Apabila pencairan dana zakat dalam tahun berjalan tidak dapat dilaksanakan 
seluruhnya, maka pencairan sisa dana zakat dapat dilakukan pada tahun 
berikutnya. 

Pasal 1 1  

U n t u k  kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Sekretariat Baznas 
Kabupaten Kolaka Timur dapat melakukan proses pencairan dana zakat tahun 
berjalan sebesar sisa penerimaan zakat yang masuk dalam Rekening tahun 
sebelumnya. 
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Bagian Keempat 
Laporan Pengumpulan Zakat 

Pasal 7 

(1) Hasil pembayaran, pengumpulan, penyetoran Zakat Penghasilan dan 
Zakat Mal yang dilakukan oleh UPZ dibuat laporan setiap akhir bulan 
kepada Bupati melalui Sekretariat Baznas Kabupaten Kolaka Timur dalam 
Daftar Rekapitulasi Pembayaran Zakat Penghasilan (DRPZP). 

(2) DRPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua 
Pelaksana Baznas Kabupaten Kolaka Timur. 

BABV 
TATA CARA PENYALURAN ZAKAT 

Bagian Kesatu 
Pencairan Dana Zakat 

Pasal 8 

(I) Pencairan dana zakat dari Rekening Khusus Zakat dilakukan oleh 
Sekretariat Baznas Kabupaten Kolaka Timur dengan mengajukan Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). 

(2) Pencairan dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
melampirkan laporan setoran zakat atau bukti setoran zakat lainnya dan 
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(1)Ketua Pelaksana Baznas Kabupaten Kolaka Timur membuat laporan 
perhitungan zakat setiap selesai penyaluran dan laporan akhir tahun 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Ketua Pimpinan Baznas Kabupaten Kolaka Timur dapat meminta 
Inspektorat untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan yang 
dibuat oleh Ketua Pelaksana Baznas Kabupaten Kolaka Timur. 

(3) Laporan keuangan Baznas Kabupaten Kolaka Timur yang telah diperiksa 
oleh Inspektorat disampaikan kepada Ketua unsur Pimpinan Baznas 
sebagai pertanggungjawaban pengelolaan zakat dan tembusan kepada Bupati. 

BAB VI 
TATA CARA PENGELOLAAN INFAQ 

Bagian Kesatu 
Pengumpulan Infaq Gaji PNS dan Karyawan 

Pasal 15 

(1) Setiap pembayaran gaji untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bekerja di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dikenakan pembayaran 
Infaq Penghasilan minimal Rp.10.000.- (sepuluh ribu Rupiah) darijumlah gaji 
sesuai dengan daftar gaji yang jumlahnya di bawah Nishab Penghasilan 

atau sesuai dengan penetapan Dewan Pertirnbangan Syariah Baznas 
Kabupaten Kolaka Timur. 
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Bagian Kedua 
Penyaluran Zakat 

Pasal 12 

(1) Ketua Pelaksana Baznas Kabupaten Kolaka Timur bertanggungiawab 
sebagai penyalur zakat sesuai asnaf atas dasar penetapan Keputusan 
Pimpinan Baznas Kabupaten Kolaka Timur. 

(2) Penyaluran zakat dapat dilakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh 
Keputusan Pimpinan Baznas Kabupaten Kolaka Timur. 

(3) Penyaluran zakat oleh Ketua Pelaksana Baznas Kabupaten Kolaka Timur 
dilaksanakan setelah mendapat pengesahan oleh Keputusan Pimpinan 
Baznas Kabupaten Kolaka Timur dengan melaksanakan rapat pembahasan 
rencana kerja pada setiap tahapan. 

(4) Setiap penyaluran zakat dibuat perhitungan dan pertanggungiawaban 
Penyaluran Zakat sesuaijurnlah dana yang diterima berdasarkan SP2D, oleh 
Ketua Pelaksana Baznas Kabupaten Kolaka Timur .Bagian Ketiga 

Perhitungan dan Pertanggungjawaban Zakat 

Pasal 13 

• Zakat yang bersumber dari UPZ Dinas, Instansi, lembaga Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur seluruhnya disalurkan oleh 
Ketua pelaksana Baznas Kabupaten Kolaka Timur sesuai asnaf setelah 
mendapat Penetapan Pimpinan Baznas Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 14 
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Penyetoran Infaq 
Pasal 17 

Hasil pembayaran Infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pada 
setiap akhir bulan disetor oleh UPZ ke Rekening Bendahara Penerimaan 
Sekretariat Baznas Kabupaten Kolaka Timur melalui rekening khusus infaq 
pada bank yang ditunjuk serta dilaporkan hasilnya kepada Baznas Kabupaten 
Kolaka Timur dan Foto copy bukti setoran diserahkan ke Baznas Kabupaten 
Kolaka Timur. 

Bagian Keempat 
Penyaluran Infaq 

Pasal 18 

11) Ketua Pelaksana Baznas Kabupaten Kabupaten Kolaka Timur 
bertanggungjawab sebagai penyalur dana infaq sesuai dengan ketentuan 
Syari'ah dan aturan lainnya yang berlaku. 

(2) Penyaluran dana infaq dapat dilakukan secara bertahap atau sesuai 

dengan kebutuhan. 

(3) Penyaluran dana infaq oleh Ketua Pelaksana Baznas Kabupaten Kolaka 
Timur dilakukan setelah mendapat persetujuan dan penetapan dari 

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kolaka Timur. 

(4) Setiap penyaluran dana infaq dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai 

jumlah dana yang disalurkan kepada Pimpinan Baznas Kabupaten Kolaka 

Timur dengan tembusan kepada Bupati. 
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(2) Pembayaran lnfaq Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 

dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPD 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. 

(3) Setiap pembayaran Gaji untuk karyawan/pejabat pada instansi vertikal, 
BUMN dan BUMD dan lembaga Daerah lainnya yang bekerja di Kabupaten 
Kolaka Timur dikenakan infaq minimal Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) 
dari jumlah gaji yangjumlahnya di bawah Nishab. 

(4) Pembayaran lnfaq sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh UPZ 
yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan. 

Bagian Kedua 
Pengumpulan lnfaq dari Rekanan Pemerintah Daerah 

Pasal 16 
(!) Setiap Pencairan Dana melalui SP2D oleh rekanan yang mendapat 

pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dikenakan lnfak 
sebesar 0,5 % (setengah perseratus) dari nilai pekerjaan di atas 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan memberikan tanda bukti 
pembayaran Infaq. 

(2) Pembayaran Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
UPZ pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. 
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bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris Harta 

Wakaf dan Harta Agama lainnya. 

Pasal 21 

Pertanggungjawaban Pengelolaan Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya 

dilakukan oleh Kerua Sadan Pelaksana Baznas Kabupaten Kolaka Timur sesuai 
dengan Ketentuan Perundang-Undangan. 

BAB VIII 

BIAYA OPERASIONAL 
Pasal 22 

(I) Baznas dapat mengeluarkan biaya operasional maksimal 10% dari 

jumlah dana zakat, infaq, sodhaqah dan harta agama lainnya yang 
terkumpul setelah mendapat persetujuan . 

(2) UPZ pada Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang bertugas sebagai 
pengumpul zakat/lnfaq diberikan biaya operasional yang besarannya 
ditetapkan oleh Ketua Sadan Pelaksana Baznas Kabupaten Kolaka Timur 
dengan persetujuan Pimpinan Baznas. 
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BAB VII 

TATA CARA PENGELOLAAN HARTA AGAMA LAINNYA 
Bagian Kesatu 

Pengelolaan Harta Wakaf/ Harta Agarna Lainnya 

Pasal 19 
(1) Pengelolaan Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya dapat diserahkan 

kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Timur. 

(2) Pengelolaan Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya diarahkan 
untuk kepentingan Agama Islam, Sosial dan Kesejahteraan Umat 

Islam sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan Peraturan Perundang­ 

Undangan setelah mendapat persetujuan unsur Pimpinan Baznas 
Kabupaten Kolaka Timur. 

Bagian Kedua 
Pertanggungjawaban 

Harta Wakaf/Harta Agama lainnya 

Pasal 20 

(1) Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya dalam bentuk uang disetor kepada 
Bendahara Penerimaan Sekretariat Baznas Kabupaten Kolaka Timur melalui 
rekening khusus bank yang ditunjuk dan dibukukan sebagai Penerimaan 
Harta Waka[ dan Harta Agama lainnya. 
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I . 

{H . TONY HERB1NsYAH 
Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal 20 Oktober 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

-Z.. 
SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 
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(3) Biaya operasional dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Badan 
Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Timur pada setiap tahapan 
penyaluran. 

BAB IX KETENTUAN 
PENUTUP 

Pasal 23 

Hal-ha! yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut 
dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan BAZNAS 
Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 24 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka 
Timur. 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal20 Oktober 2 17 
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